
1. Undang·Undang Nomor 14 Tanun 1950 tentang P=bentuka.~ 
Daerah-daerah Kabupaten dalarn Lingkungar. Propinsi Jawa Bara! 

(Berita Ne-~ara Reoubtik Indonesia Tal1Ull 1950) 

b. bahwa atas dasar perti,nbangan sebagaimana dimaksod pada 
huruf a di atas, rnaka perubahan susunan Organisas, dan Tata 

Kerja Sekretar.a1 Daera'1 tersebut, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan B~pati 

a. banwa dangan teiah diun!langkannya Perafuran Oaerah 

Kabupaten B.;,kasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan alas 
Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 
tentang Organisasi Peranqkat Oaerah Kabupaten Bekasi. yang 
didalamnya terdapat peruoahan kel&mbagaan pada Sekretanat 

Daerah Kabupaten dekasi, rnaka guna rrelaksanakan ketentuan 

i'asa1 48 perlu disusun kembali aruran pelal<Sanaannya kedalam 
organlsasl can tata kerja yang melipuli kewenangan. tugas pokok 

oan tata kerja yang melipw.i Kewenangar., rugas pokOk da" fungsi 
sena uraian 1ugas; 

ElUPATI BE'<A31 

Mengingat 

Menimllang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT OAERAH 

TENT ANG 

NOMOR : 18 TAHUN 2011 

PERATURAN BUPATI OEKASI 

SERI: 

c>1:n1 I A UACnAn l'\.ACVr-J-\ I CN CCI\A;)I 

NOMOR: rs 



8. Peraturan Oaeran Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahim Kabupaten 8ekas, (Lembaran 

Daerah Kabuoaten B€kasi Tahon 2006 Nomor 6): 

7. Peraturan Pemerirtah Nornor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perang~at Daerah iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89 T~m,:,ahan Le-nbaran Negara Republik moooesia 
Nomor 4741), 

6. Peraturan Pemerfnrah Nornor 38 Tahur, 2007 tentang Pembag,an 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah 

'Provinsi. dan Pemerimahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Nega•a Republik :nc1cnes,a Tahon 2007 Nomor 82. "arnoanan 
Lernoaran N~ara Nomor 47371: 

• 

5. Undang-Undang No:nor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerinlah 0usat dan Daerah (Lembaran 

Negara Repu.Jlik Indonesia Ta!,un 2004 Nomor 126 Tamba!>an 
Lembaran N ,gara NoMor 4438): 

4 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Ta!,011 20().. 

Ncmor 125, Tarnt,;;han Lemoaran Negara Nomcr 437). 

sebagaimana telah d·ubah oebsrapa kali terakhir de"!,afl Vndang­ 

Undang Nornor 12 T ahun 2008 tentang Perubahan .<edua Atas 
Undang-UndJng N0mor 32 Tahun 2004 tentang Pt?menntanan 

Daerah (Len,baran Negara Repunl,k Indonesia T3,'lun 2008 
Nomor 59, Tambanan Lembaran Negara Republik tndone<;ia 
Nomor 4844): 

3. Lindang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 1en1ang Pembentukan 
Peraturan P~rundang-,mdangan (Lembaran Negara Repubijk 

Indonesia Tanun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389): 

2. Ufldang-Undang Nomor 8 Tan.m 1974 1en1ang PokOi<·pokok 

Kepegawa,an sebaqarnana te'ah cf ubah dengan unoang­ 

Undang Nomor 43 Tanen 1999 1entang Perubahzn Aras Unoang­ 
:Jndang Nomor 8 Tanun 1974 ,entail£ Pokok·Pokok t<epcgawa,an 

(Lembaran Negara Repubijk 'ndones,a tahon 1999 Nomor 169. 

Tambahan temoarcn Negara Nomo, 3890): 



3. Bagian Hukum. memllawaho<2n: 

a) Subbagian Perundanq-cnoangan dan Ockumentas, Hukum; 

o) Subbag,an Pembmaa11 dan Bantuan Hukurn 

c) Subbagian Pengkajlan Hukum. 

2. Bagian Admimstras: Keseian•eraar, ~akyat membawahkan. 
a) Subbagian Kemasyarakat.an 
b) Subbagian B,na Men.al: 

c) Subbagian Sosial can Budaya. 

(1) Organisasi Sekretariat Oaarah Terdiri dari: 
a. Sektetaris Daerat.: 

o. Asisten Pemerintahan dan Kesejanteraan Rai<yat membawahl<M . 
1. Bagian Adminlstrasi Tata Pemetintahan, membawahkan: 

a) Subl:>agian Pe'lerintahan urnern; 
b) ~ubbagian Adninistrasi Otonomi Oaerah: 
c) Subbag!an Admonist.asi Kecamatan dan Ke!urahan. 

Pa.sal 8 

1. Ketentuan PasaJ 9 ayat (1) dan (2) dbtah. se~ingga Pasa! 8 berbunyi: 

Beberapa ketentuan datam Pera1uran Bupati 8ek8s• Ncmor 19 iahun 2009 teotang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretanat Daeraf°' (L3mbaran Daer ah Kabupaien Bekasi 
Tahun 2009 Nomor 9), diubah seoagai berikut. 

Pasall 

MEMUTUSKA"l 

PERATURAN BIJPATI BEKAS, TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN AUPATI ~OMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG 
ORGANISASI 0.0N TATA KERJA SEKRETARIAT OAERAH 

Menetapkan 

9 Pe,atwan Daerall Katlupar~ Be.as, Non,or 4 Tanun 2011 

tentang Peraoaha;, Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekas, 
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kaouparen Bekas, (Lerr.bann Daa,a,~ Kabupaten Bckasi Ta.•un 

2011 Nomor 4). 



(2) Bagan Strul<tur Organisasi Sek,etaria! Oaeran Kabupaten Bekasi snbagaimana 

diatur dalam Peraturan Dasrah Kabupaten Sekas, Nomor 4 T ahcn 2011 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Dae,ah Kabupaten Bekasl Nome, 7 Tahun 2009 
Organisasa Perangkat Daerah 

e. Kelompok Jabatan Fuo1sional 

3. Bagian Umum, mambawabkan: 
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan can Kepegawaian; 
b) 'Subbagian Protokot, 

c) Subbagian Keuangan. 

• 

2. Bagian Rumah Tangga don Perlengkapan, mernbawankan- 
a) Subbagian Pu<r.ah Tangga: 

b) Subbagian Pemelih2raan: 
c) Subbagian Perlcngkapan. 

1 . Bagia" Organisas,, membawahkan: 
a) Subbagian Kelembag3ao dan Analisa Jabatan; 

b) Subbagian Ketatalaksanaan; 

c) Subbaglan Pe1ayana, Pubtik dan Akuntabilitas. 

d. Asisten Administrasi lJmum ... iembawankan 

3. Bagaan Administrasi KerJasama. membawanxan: 
a) Subbag,an Kerjasama Amardaerah dan tear Negeri: 
b) Subbagian Kerjasama Pihak Ke~g, 

c) Subbagian Evaluasi can PengendaJ1an Kerjasama. 

2. Bagian Administrasi Pembangu.,an, membawahkan: 

a) Subbaglan Bira Prcgran,; 
b) Subbagian Pen~endalian Program: 

c) Subbagian Eva•uasi oen Pelaporan 

, Bag,an Adm•nistra£1 ?erskonom,an. membawallKan: 

a) Subbagaan Sarana Perekonomian, Produksi can Perdagangan; 

b) Subbagian $umber Daya Alam dan Ung~ungan Hidup. 

c) Subbagian Bina Usaha Daerah. 



f.5 

(2) Dalam menyelepggarakan tugas pokoK seoaqannana dimaksud pa'la ayat (1) 

Asisten Pemerintahan oar Kese1ahteraan Rakyat mempunyai !ungsi 

a. penyusunan kebijakan daerah 01 bidang pemermtanan yang mellpub 

urusan otonomi daerah can pemenn:ahan umum, kesaruan bangSa dan 

politik dalam negeri, psrtanahan. kependudukan dan p,encatatan sipil dan 
!!.Jgas-tugas kepamongpraiaan. b!Clang kesejahte<aan rakyat ya'lg me11put 

urusan pemberdayaar pe,emp::an dar, penindungan anak, keJuarga 

berencaoa dan kesejahteraan keluarga sosial, kebudayaan oemuda oan 
olah raga, pendld1kar, dan ~esehata,. sena bldang hukurr, yang meliDUll 

perundang-undangan can dokurnentast hukum. pembir.aan can bantuan 
hukum serta pengkajian hJkc:n. 

b. pengoordinasian petaksanaaa tugas perangkar daetah di btaang 
pemenntahan yang -rehputl urusan otonom, daerah dan pemerimahan 
umum kesatuan b311gsa dan po:itik dalam negeri. pertananan, 

kependudukan can pencatatan sipil dan tJgas-n,gas kepamongpraiaan. 
bidang kese1ahteraan ral<)at ya,g melip.iti urusan pembettlayaan 

perempuan dan pertindungan anak. kel\latga berencana dan kesejahteraan 

keluarga. sosial, kebudayaan, pemuda dan oian raga. pendJOlkan Clan 

kesehatan serta bidang hukum yanJ meliput1 perundang-undangan <!an 
dokomentasi hukum, pem:Oinaar: dan bantt...ar h.J!<um serta pengi<apari 
nukum. 

(1) Asisten Pemenntahan dar, KeseJahteraan Rakyat mempunya1 tugas pol<Of< 

merumuskan, mengkoordir,asikan bahan penyusunan kebijal<an daerat.. 
mernantau can menqevaarasr oetassanean ke:>ijakan caeran d1 bidall!; 

pemerintahan yang metiputi urusan otonom' daerah dan pemenntal\an umum. 

kesatuan bangsa dan po!itJl< dalam negeri ~rtanahan. kependudul<an dan 
pencatatan sipil dan tugas·tugas Kepam~ngpraiaan: bldang kcseiahleraan 
rakyal yang mellputi urusan pemberdayaan perempuan dan per1,ndungan anak. 

keluarga berencana dan k~se,a!lteraar ketuarga. sosiat. keoudaya&n. oemutla 
dan o!ah raga, pemberdayaan masyarakat can oesa. peocidlkan dar 

kesehatan serta bklang hukurn yang meliputi perundang-unaangan dan 

dokumentasi hukum. pemllinaan uan t,antua:i hukum serta pengkajian hukum 

Pasal 9 

2 Kelernuan Pasat 9 ayai i 1) dan 12) d!ubah, seh1ngga P asat 9 oert>uny, : 



Asisten Pemerintahan dan KesP.jahteman Ral<yat dalam me-iyelenggara~an !~as 
ooko« dan lungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 mempunyai uraian tugas . 

a. menyusun program keqa Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakya! 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas· 

o. merencanakan operaslonat Asis•en Fem~ntahan dan Kesejahteraan Rakya, 
berdasarkan skala prtorras dan dana ~ 1ng te.rseoia sebagai easer caw 
pelaksanaan tugas: 

c. menyusun bahan RPJPO. RPJMD can RKPD Sekrewiat Daerah dalam lir.g:<up 

tugasnya yang meliP'Utl bldang pemerintahan. kesejahteraan rakyat can hul<Um 
sebagai bahan penyusuncn RPJ?D. RPJMD oan RKPD xanepaten, 

Pasat 10 

3. Ketentuan Pasal 1 O diubah. seh,ngga Pasal • O berbunyi : 

a. Bagian Adm,nistrasi Pemerintanan: 

b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 
c. Bagian Hukum. 

(3) Dalam menyeleng9arakan tugas pokok dan rungs, Asisten Pemenmahan nan 
Kesejahteraan Rakyat membawahkan : 

c. pengendalian i:,eialssanaan program can ,egiatar, Cl, l)!(!ang pemenntanar> 

yang mebputi pemenntahan umum dan otonomi daerah, adm1111strasi 

1<ecamatan dan kelurahan, bidang kesejahieraan rakyal yang meli;llo1i 
kemasyarakatan. bina mental. sosial Cla'l budaya; serta bidang hu1rum )'atlQ 

meliputi perundenq-uncanqan dan dokumentaSi hukum. pembinaan clan 
bantuan hJkum serta pengkajian hukum. 

d. pemantauan dan evaluasi pstaxsanaan kebijal<an daerah di btdang 
pemenntanan yang r:,e1iputi urusan otonorm daerah dan pemenntahan 
umum. kesatuan t.angsa dan pol,tik dalam negeri pertanahan. 
xependudukan dan peocatatan $ipil dan tugas-tugas kepamongprajaar.: 

bidang kesejahteraan rakyat yang mefiputi urusan pemberdayaan 
perempuan dan pe~inclungan anak, keluarga berenruna Clan kesejahteraan 

ke!uarga. sostat, keblY.layaan. pemeda clan olah raga. pe'ldidi'<ar Clan 

kesehatan serta bidH>£ hu,um yang madl)uti perurxlang-uMa"lgar dan 
ookurnentasi hukum, pemunaan dar. bantuan hukum serta oengka1iar 

hukum. 



keluranan, bidang kessjanteraan rakyat y-..ng mel,puti kemasyardkatan. o.na 
mental dan sosial buday~ serta bidang hUkum )'anQ me~puti perundang­ 

undangan dokumentasi hu!<Um. serta pen(,kajaan hukum; 

J. mengoordlnasikan penyelengganan ~mbinaan. sosiafisasi. omb,rigar. 
xonsunasl. supervis,, kooxnnast. mon,toring oan e~uasi serta pengawasan 
penyelanggaraan urusan pemenruanan: 

k. mengoordinas,kan upaya harmornsasi petaturan daerah dengan pe,aturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. se:ta harmonisasi antar bldang urusan 
pemerintahan dalam wilayat, kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah 
daerah provinsl: 

• 

I. 

J menyusw Aencana Srrareg,s (R"nstJa) can Rencana Ke~a 1Ren1a S<>..J<reiana: 
Oaeran calarn hngkup tugasnya sebaga, pelaksanaan "!PJPD. RPJMD dan 
AKPD Kabupaten: 

e. menyusun rencana operafiona' dan mengoordinasikan pelaksanaan progr81m 

dan kegiatan Sek,~tariat Daerah dalam lingkup tugasnya yang me!iputi bidang 

oemerintallan, keseja'iter aan ra!'yat dan hukur 
f menyusun banan kebijakan uaeran, mengoo,o,~asikan, mengenda!Llean. 

memantau dan mengeva1..ias, p.-laksanaa .. rugas perangkat daerah di bidang 
pemerintahan yang menyelenggarakan urusan otonorm daerah dan 

pemerintahan umum, kesatuan t,3ngsa dan polrt1k dalam negeri. pertananan. 
kependudukan dan oeocatatan s;pil oan tugas-iugas kepamongpr.qaan: bicang 

keseianteraan rakyat yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan 
perempuan dan perllndur.gan anax, keluarga berencana dan keseiahle<aan 

keluarga. sosial, kebudayaan, pemuda dan olah raga. pendidikan dan 
Kesehatan serta bidang hukum yang menyelenggarakan penyusunan 
penmdanq-onnanqan dan dokur,1entasi nukum, pembinaan dan oantuan nJKUm 
sena pengkajian hukum 

g. mengarahkan penyelenggaraan kegiaran Bagian Adminislrcl$1 Tata 

Pemerintahan. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat can Bag;an Hukum 

untuk kelancatan pelaksanaan tugas; 
h. rnenqoorc.nasscan penyusunan .ancangan peraturan perundang·un<iangan 

dalam penyelenggaraa~ urusao pemenntahan yang me:>jadi ke,.a,,angan 
oaeran; 
mengendalikan program dar- kll9iatan b!dang pemerintallan yang melipJ1i 
pemerimahan umum da'1 otonomt dasrah. administrasi kecamatan dan 



p. mengooordinasikan penmesen kebiJakan daerah pengenda•an dart 

pengevdlu~sia~ penyelenggaraan prog,arr, dan keg,atan clalam lingkup 

administrasi kecamatan dan kelurahan dengan bidang garapan : 
1) penataan batas, penetapan nama dan pemindahan ibukota kecamatan: 

2) psnetapan perbatasan kecamatan: 
3) narmomsas: hubungan antar kecamatan; 

4) pengembangan wilaya., kecamatan. 
5) pengembangan laporan pemerintah k'JCa!T:.Jtan· 

6) pelaporan peilmpahan tugas bupati kepada camat dan lurah: 
7) pedoman administrasi tata naskah dinas dan pelaporan kecamatan dan 

kelurahan; 

o. mengoordinasikan peny .rsuna-t kebi1a> 3n daerah. pengenda(;an dan 
p€ngevaluasian penyelenggaraan program clan kegiat<1n oaiam lingkup otonom, 
daerah dengan bidang garapan : 
1) pembentukan. f)€ngha.:iusan. penggabungan daerah; 

2) fasihtasl perencanaan pengai,ggaran pengembangan 1<apas1tas oaerarr 
3) fasilitas1 pemilihan BLpati can "Vakil Supati; 

4) petaporan tugas bupati: 
5) pel,mpahan tugas tu'lati kepada camat dan turah. 

pemerintahan umum den,,m b!Cfang garapan : 
1) penataan batas daeran. penetaoan nama dan pe!l'.indaha, ibukola 

kaoupaten: 
2) pengembangan w1layah perbatasan .abupaten. 
3) percepatan atau akselerasi pembangunan perl<otaan: 

4) pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum tertampJng pada 

unit organlsasi lain di l·ngkungan ;ier,>erintah daerah. 

kebijai.a~ daerah. pen9endalian dan 
pr.:igram dan kegiatan dalam l!ngkUp 

mengoord,nasikan penyusunaro 

pengevaluasian penyelen3garaan 
n. 

mengoord!J'\8S1,.;an per,ye!enggarai!... pemnmaan. sosrassast observasi dan 

pengkajian monrronng aa., eva uas: serta pe;aporan psnataan oaeran clan 
otonoml khusus; 

m. men900-rd1nas1kan penyeteng-g&n1an tasilitasi dekonsentrasi dan rugas 

pembantuan, pembir.aan wilayah, xstentraman. ketertiban IJ(TIUITI dan 
perlindungan masvarakat, serta p'3r1indun9&n dan penegakan HAM dalam skala 

kabupaten, 



q. membenkan pertimbangan oalam pengangkatan/mutasi jabatan perang1<a1 

daerah terkait denqan kcmpetensi jabatan: 
r. mengoordmasikan penyusun;;n taporan Penyelenggaraan Demenntah 

Daerah (LPPO) tahunan dar: lima tanunan xabopaten; 
s. memfaSilitasi pemoentuken tim koordinasi 11.Jgas pembanruan 

sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan; 

t. menyusun bahan perumusan kebijakan mengena, pengembangan daerah 
otonom dan petaksanaan otonomi claerah 

u. rnenqoordmasikan penyusenan kebijakan caeran tentang adminrstraSj 
t:Jgas pernoantuan dari pernerint~h. pemerintah provinsi dan kabupaten 

yang ditugaspembantuankan ke desa; 
v, mengoordinaSikan penyusunan kebijakan perubahan batas. narna 

dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka peoataan daerah: 

w. mengoordinasikan penyusunan keblJar-in pengusu1an pemoernukan. 
penghapusan dan penggabungar, daerah, 

x mengoordinasikan pr»>yusunan pene: ,pan pembenrukan kecamatan; 

f· meng6ordinasikan penyusunan kebijaksn. ;:,embinaan, soSiatisas.. 
observasi dan pen;ikajian penyelenggaraan penataan daerah; 

2. mengoordinasikan penyusunan monuonng dan evaJuas, penataan daerat> 
dalam wilayah kabupaten: 

aa. mengoordinaslkan penyusunan pengawasan can pengendal,an penataan 
daeran clalam wilayan kabupmen: 

bb. menganal1s1s laporan psnataan oae.an skala kabupaten: 

cc. rr,engoordin&sikan penyustman kebijaka.~ tentan'.) data dan infonnasi 
penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan peme<intah; 

dd. mengoordinasikan penyusunan penyusunan pedoman. nonna standar. 

prosedur dan kritena taporan penataan cmera.~ 

61 pengawasan pengeio.aan Keuang;.n Kecama.an da'l ,etorahan dan 
peclayagunaan aset daerah ysng d1kelola oleh Kecamatan:1<e1urahan; 

9) pembinaan can pengawasan penye!enggaraan pemerintahan kecamatan 
dan kelurahan; 

10) Pembinaan teknis bagi camat/lurah. perangkat kecamatan/keluranan dan 
lembaga kernasvarakatan: 

11) pakaian dan atriout 1a1nnya bag, camat1lurah dan perangkat 

kecamatanlkelurahan. 
12) penghargaan alas prestass ~Q ddaksanal<an dalam penye,enggaraan 

pemeriniahan kecamatan clan keluraha,; 



plfi 

pemindahan/perubaha~ narna ibukota kabupaten dan kecamatan; 
rr. mengoordinasikan penyusunan t·.19as·tugas pernerintahan umum yang 

belum tertanganll ter'.ampung pada unit organisas, lain d' lingi<ungar 

pemerintan kabupaten: 
ss. msmantau penyeleng<:Jaraan tugas ch bidang kemasyarakatan. bina rne,1ai 

dan sosial budaya. 

tt. menerima laporan Clan menindaklan1uti penyelenggaraan koor<flflasi dan 

tasllltas1 program·program bidang kemasyaakatar. bma mental aan sosiaJ 

budaya lainnya; 
uu. mengoordinasikan penyusunan kebiiakan daerah dalam ruang hngkup 

kesejahteraan rakyat di biaang kemasvarakatan, bina mental dan sosral 
bud a ya: 

dan vnlayah kecamatan serta perubahan nama daerah 

hh. mengoordinaslkan penyusu,1an penetapan keoijal<an harmorusaS< 
hubUngan antar lembaga dengan betpeelornan Kepada kebijakan 

pemerimah can provlnsi: 
ii. memfasilitasi harmoneasi h~bungan s.ltar ke<:amatan/desalkelurahan. 
jJ. mengoordinas,kan penyusunan 1<ebiJal<an penetapan pert>atasan 

kecamatan. desa dan!atau kelurahan; 

kk. mengoordinasikan oenyusunan ~cbijakan pengembangan wi·ayah 

pernatasan skala l<a.."upaten: 
ii. mernantau dan mengeva.1-Jas1 p&ngeJotaan pengembang_ar -1~yah 

pernatasan Skala kat,<.,paten; 
mm. memtasilitasi pengembangan wila,iah pertJatasan kallupaten: 

nn. memantau dan mengevatu~~· penyelenggaraan pemeriksaan :aporar. 
pemerintahan kecarnatan, 

oo. mengoorciinasikan penyusunan keb~akan daerah di bidar.g 
penyelenggaraan pernerintehan emu-n dan otonomi daerah: 

pp. memantau dan meugevaluasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan 
aparatur kecamatan; 

qq. menyusun bahan ~emten!Ukan, penghapusan. oerubanan oatas 

gg. 

dan ff 

ee mengoorthna511,,,--an ~Y'JS'.tnar pen~ Jm~ tape ... an penataan daeran 
ska.a kaoupaten K-epada Memen Da.tam t-.:egen melakn Gubemur: 
mengoord,nas,kan penyusunan penetapan perencanaan 

penganggaran pengen,bangan kapasiras daerah. 
mengoordinaslkan ~enyuSJ1'18.I\ kebijakan pem1lihan Bup;.n car 

6upab (Desk PilkadaJ: 



ru 

proses mengoa,dinasil<an penyus-mar. keb;jaxan daerah catam 

pembenan pGnghargaan di bi~ang soser 
iii. 

w :nenef'fl'-., lall0<3n ca~ me,lJOda,1a"ljUL xas per,ysJenggaraan lcooroinas, 

clan fasililas, ,eg,aran kemasy-..r..J<atan bina men!al dan sose bl.ldaya 
dengan lembaga pe"1erintah dan lemoaga non pemerin1ah: 

ww memantau penyelenggaraan 1nvemansasi sarana dan prasarana 
kemasyarakatan, bina menta: dan sosiai budaya: 

xx. memantau penyelenggaraan pengka,ian dan pengo,anan proposal btdang 

kemasyarakatan, blna memar dan sosial budaya. 
Y'I· menqoordtnasikan penyusunan konsep rekomendasi dan pe;mohonan 

banruan kepada lembaga pemennta yang lebih cngg1: 

22. memantau dan men1;evaluasi penye'enggaraan kegiatan peringalan hari 

besar yang berkaitar, dengan kernasyarakatan bina mental dan sese 
budaya: 

aaa. memantau penyelenggaraa;i fasil1ta(;1 kegiatan ke nngkat orovins, can 

pusat yang berkaitan dengan kemasyarakatan, bina mental dan sosial 
budaya: 

bbb. menerlma laporan can menindal<lantuti hasJ i<00<d,nasi. fasilitas dan 

pengumpulan data penetapan kebij..kan plmpinan dalam pelaksanaan 
Pengarus Utamaan Gender 1PUG) ..,, Kabupaten; 

C¢C. menerima laporan oan menindakl21ljuti hasil fasilitasi dan med:asi 
petaksanaan PUG; 

ddd. menerima iaporan dan meninda•i..r,,ui, iasi• fasililasi penguaran 

kelemtJagaan dan pengembangan mekanisme PUG: 
eee. menerima taporan jan menindaklanjuti has,t kooramasi can iasd,ias, 

peiaksanaan program clan kegiatan yang responsij gencer; 
fff. menenma laporan 1rm 1r.en1ndaklaniut1 haSJ' tasmtasi <1c_n koordinasi 

kebijaKan dalam perl:nc'ungan per~m,:,oan te,u-..,ma pertindungan 1enajar 
kekerasan, ten~ga <erja perempuan. perempuan lan1ut ussa dan 

penyandang cacat dan perempuan yang terkena beocana: 

ggg. menerima taporan dan memndaklanjut1 hasil fasilitasi dan koordinast 

kebijakan pimpinan natam ranqxa kesejahteraan dan periindungan anar 
keiuarqa berencana. ~eluar9a sejah,era dan sosial: 

hhh. menerima laporan dan memmlaklan1uh hasil :asllrtasi lernbaga -nasyaraka, 
untuk melaksanakan rekayasa sosral untuk mewujudka'l keluarga 

oerencaoa dan perlindungan anak; 



rt!. memanrau dan mengevaluasi penyeler.ggaraan penyalurar. bantuan 
sarana aan prasarana oma mentet: 

uuu. memantau can mensevaluasi penye•enggaraan pembinaan pemaha,r,an 

dan pengembangan Al'Ouran: 
vvv. memantau dan mengev3iuas, penyetenggaraan pembtnaan untuk 

meningkatkan kerukunan arrar umat baraqama, 

www. menerima taporan dar, me11,ndaklanJu1i hasol fasilitasi penyelenggaraan 

MT01STQ: 
xxx. menerima taporan can mernndaklan1utJ has,I fasilitasi penyelenggaraan 

rbadah t,aj~ 
yyy. memantau dan mengeva,uas, penyelenggaraan n,gas-tugas di ~ang 

kemasyarakatan, bina mental dan sosial budaya yang bel\!m :erumgam 

tertampung pada unit orgamsas1 lain 1i lingkungan pemenntah kabupaten; 

zzz. memantau dan mer,gevaluas, penyel:?nggaraan konsultasi pe!aksallalln 
program can keg,ata~ dengan ,nstansi te,kart di b.:lang kemasyarakatan 

bina mental dan sosel badaya: 
aaaa. msrnantau can me,,gevaluas, penyelenggaraan pemmusan Peraturan 

Oaerah. Peraturan Bupati c:.~rvatau Kepy1usan Bupati; 
bbbb. memantau clan mengevaluasi penyelenggaraan penelaahan draft evall.lasi 

oetaksanaan Peraturan Perundang-,mdangan da~ menyiapkan bahar 
rancanqan oroduk tit.::~Jm oaeran. 

zaxat, intaq dan sodaqoh: 
coo. memantau dan meng3valuasi penyelenggaraan kegiatan safari ramadhan: 
ppp. mengoordlnasikan pe<,yusunan penyalengga,aan pembinaan teknis !)Ina 

mental; 
qqo. menerlma taporan can menmdal<1arnuti hasil fasilnasi musya,,arah arnar 

umat beragama; 
rrr. memantau dan men9evaluas· peoyelenggaraan keg:atan pengaiian rutin: 
sss. memamau dan mengevaluasi ;ienyelenggaraan peogl<apan dan 

pengotahan penggunaan bantuan sarana dan orasarana bina mental • 

mmm. 

kkk 

!IL 
mer.yelenggaraka.1 rapat koordinas, pe,1anggulangan bencana aiarrr 

mengoordinasikan penyuscr-an kegiatan kepemudaan: 
memantau penyetenggaraan fasilitas, dan koordinasi kegiatan llidang 
ketenagake~aan dan uansrrigrasi diti~jau dari aspek sosiai; 

nnn. menerima taporao oan men!ndaklan;Uli hasil koordinaSI petaJ<sanaan 

Jij. menerima laporan dar merundaldalljlJt, has fasditaSi dan koord,nas, 

oenangguiangan ~ort'cn benczna aiam, 



pt.' 

cccc. memamau clan menge,atu.ssi pernbenan bantuan hukum 
dddd. memantau dan mengevaluasi penyetenggaraan pengkajian hukUm 

1erhadap pera!Uran perundanq-uncar-qan. pubtikaSi produ~ hukum dan 
dokumentas1 nukurn, 

eeee. menyampaikan peratoran daeran kc.p.:ada provinsi cta:n pemerintah untul< 

banan evaluasi; 
fftt. memeriksa bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan 

Sekretariat Daerah dalam hngkup rugasnya d1 bidang administrasl 
pemerir.tahan. kese111hterean •akyat dan 'lukum sebagai ba'la~ 
penyusunan LPPO tahunan dan ,rr.a tahunan kabupater.: 

gggg. memeriksa bahan penyusunan LKPJ tahunan dan fima tahunan 
Sekretariat Oaerah dalam lingkup tugasnya di btdang .idministrasi 
pemerlntahan, keselanteraan rakyal dan hukum sebegai bahan 
penyusunan LKPJ fahunan dan akhir masa jabatan Bupati: 

nhhh. memeriksa bahan penyusunan taporan akuntatxhtas kineqa Sekretariat 
Daerah dalam lingkup tugasnya d1 bldang administrasi pemerintahan. 
kesejahteraan rakyat dan hukum sebaga, bahan pertanggungjawaban 
kepada Bupati: 

iiiL mengatur pelaksanaan ke;iiatan bawanan agar sesuai dengan sasaran 
yang telah ditetapkan: 

jjjj. menyelia dan merr otivasi uawahan dalam upaya peningkalan 
produktivitas ker)a dan pengerr bangan karier: 

kkkk. mengevatuasl hasil kerja bawahan sebagai banan penyempuma.an 
program: 

Ult. mempelajarl. mema'iarnl dan mela~sanaka,1 peraturan peru'lda'lg­ 
undangan yang beri<aitan dengan ruang lingkup tugasnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas: 

mmmm. membina bawahan agar petaksanaan n;gas berjatan sesuai dengan 
pedoman can ketentuan yang ber1aku: 

nnnn. menilai hasil kerja bawanan secara t erjeniang untuk pembinaan karier: 
oooc. menqeva.uasl petaksanaan tuqas dan meng,n11en;arisasi pe,masalahar. 

lingkup tugasnya serta rnencan attematif ;>emecahannya: 
pppp. menyampaikan taporan hasil pelaksanaan rugas kepada Sekretans 

Oaerah; 
qqqq. melaksanakan tugas l:adinasan tainnya yang Cfiberikan oleh atasan. 



Saglan Administrasi Tata Peme,intal'an datam menyelenggarakan tugas pokok dan 
lungsi sebagaimana dimaksoo oada Pasal 11. mempunyr,i uf8lall tugas · 
a. menyusun program kerja Bag1an Aam,n1stras, Tata Pemerintal>an sebagai 

pedoman petaksanaan tu!)as; 

Pasat 12 

(3) Daiam menye!enggarakan tugas ,>0kok oan fun!)S! Bagian Adm nistrasi Tata 

Pemerintahan, membawahkan : 

a. Sub ~gian Pemerintahan U.11um: 
b. Sub Sagian Administrasi Otonorru Oaerah: 
c. Sub Bagian Ad'Tiinistrasi Kecamatan dan Kelurahan 

5. Ketentuan Pasat 12 diubah, seh1>1gga Pasal ~2 berounyi 

pemerintahan umum dan 010nom1 daerah. adrmmstrasr kecamatan dan 

ke.uranao: 
c, pengaturan program clan kegiaran administrasi pemerintahan yang metiputi 

pemerintahan umum can otonomi daerah. aam,rnslrasi kecamatar oa:: 
keturahan 

d. pengevaruasian pelaksanaar, proqrsm dan Kegia1an adlTlllliSITasi 
pemerintahan yang metipL'li pemerintahan umum dan otonc.mi daeran. 
adminlstrasi ~e<:amatan dan keiurahan. 

aom,nist,.,.s, pemerintahan ya,,g meliputi b. penyelenggaraan rug2S 

(2) Untuk melaksananakan tugas pokok sebc>gaimana di:naksud pada Ayat (1), 

6ag1an Adrnirnstras! Tata Peme,ir.tahan mempuny&i fungsi . 

a. penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang pemerintahan yang 

meliputi pemerintahan umum dan otonomi daerah. administrasi kecamatan 
dan keluranarr 

(1) Bagian Administrasl Tata Pemerintahan d1ptmpin oien seoranq kepala <Ian 
mempunyai tugas po~ok merencanakan operasooar, menge!Ola. 

mengkoordinasikan. mengs,ndali~an. mengevaluasl dan melapoit.an program 
clan kegiatan di bidang adrninistrasi pemerintahan yang mehputl pememtanan 

umum can otonomi daerah. administraSl kecamatan dan >elurahan. 

~ Ketemuari PasaJ 11 ayat 111 dan (21 diuban seh,~ PasaJ 11 berbunyi : 

P&sal 11 



pJ;. 

b marericarial<ar ooerasortal Bag.an !\drr,nmras, Tata P...,,..m,anan 
beroasarkan skala pnoruas dan dana yang tersecra sebagai oasar oaiam 

pelaksa,,aan togas. 
c. menyusun banan RPJPD, RPJMD <Ian "IKPD Sekretanat Daerah da>arn lingkup 

tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD. R.0JMD dan RKPO Kabupaten; 
d menyusun bahan Rencana Strategis (Renstra) can Rencana KE>ria (Renia; 

Sekretarial Daerah oatam lingkup tugasnya yang metiput; bidang pemerintahan 
umum dan otonomi daerah, administrasl kecamatan dan kelurahan sebagai 

pelaksanaan RPJPD, RP;Mo da~ R!<PD Kabupaten: 
e. menyusun rsncana operasionat dan menqooromaslkan pstaksanaan oroqram 

can keg,aian Sekretariat Oaerah dalam r-g!<up tugasnya yang meliputi biMl\g 
pemerintahan umum dan otonomi daeran. adm,nistrasi kecamalan dan 

kelurahan; 
e. menyusun bahan kebijakan daerah. bahan pengOO(dinasian. bahan 

pengendalian. bahan pemantauan dan oengeva!Jasian pelaksanaan rugas 
perangkat aaerah di l::ida,~g pemerintahan yang menyelenggaral<an urusan 
otonoml daerah dan pemerruahan umum. kesatuan bangsa dan politik dalam 
negeri. pertanahan, kerenducukan clan pencatatan sip~ can rugas-rugas 

kepamongprajaan: 
t. menyelenggarakan psrnomaan. sosiahsas, coservasi can pengkaji31', 

monitonng dan evaluasi serta pelaporan penataan daerah daa olooomi kllusus: 

g. menyetenggarakan fasilitasi dekonsentrasi dan togas pembantuan. pembillaan 
wilayah. kelentraman. keteniban urnum dan pe~indungan masyarakat; 

h. menyusun bahan kebijakan daeran, bahan pengendalia~ dan pengevaluasian 

penyelenggaraan program dan Kegiatan dalam Lngkup pemerintanan umum 

dengan bidang garapan. 
1) penataan batas daerah. penetapan nama dan pemindahan ibukota 

kabupaten: 
2) pengernbangan wilayah perbatasan kdbupaten: 
3) percepatan atau akseterasi ,)E!mbangunan oe:Kotaan: 
4) petaksanaan tugas pemerintanan tamnya yang belum tertampung pada 

unit organisasi lain di lingkungan pemerintah daerah. 
i. menyusun bahan kebijakan daetah, banan pengendatian dan penyevaluasian 

penyetenggaraan program dan keqiatan dalam lin:Jkup otonomi daerah dengan 

bidang garapan . 
1) pernbentukan. penghapusan. penggabungan daerah: 
2) fasilitasi perencanaan per.gangg3ran pengemoangan kapasitas daerah; 



pl~ 

1• menyusun bahan perumusan KebiJakan mengenai pengembangan daeraf 
otonom can petaksanaan otooomi daerah; 

k. mengatur petaksanaan tugas pernenntahan umurn 'Ian otonomi daerah. 
kecamatan oan ke:urahan, serta oe:nenr,tahan desa 

31 rasilllaSi pe1n nan Buoat, tta'l Wa~, Bupat, 
41 pslaooran wgas bup:;.:i: 

5) oelimpanan rugas bup&ti kepada camat dan lurah. 
e. menyusun oanan l:ebijakan daerah. mengen<lalikan Clan m•ngevaJuasi 

penyelenggaraan program dan kegiatan dalam ling1<up adminis1ras: kecamatan 
dan kelurahan dengan dengan bicfang garapan . 

1 / penataan batas, penetapan nama da'l ;iemindatia., ,bukota kscamatan: 

2) penetapan perbatasan kecamatan: 
3) harmonisasi hubunga11 antar keca:natan: 

4) pengembangan wita1ati kecamatan: 

5) pengembangan laporan pemerintah kecamatan: 

6) peraporan pelimpahan tugas bupan kspaca carnal oan lurah. 
7) pedoman administrasl tata naskah dinas dan pelaporan kecamatani 

kelurahan: 

8) pengawasan pengelolaan l..euangan dan pendayagunaan aset daerah 
yang dikelola oleh kecamatarvketuranan- 

9) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa., pemenntahan kecamatan, 
kelurahan; 

10) Pembinaan tekms bagi camat/lurah, pera,,gkat kecamatan/kelurahan dan 
1embaga kemasyaraxatan: 

11) oakaian dan atribut :a,nnya bagi camru!lurah dan perangkat 
kecamatan/kelurahan. 

12) penghargaan atas prestasl yang dnaxsanakan dalam penyelenggaraan 
pemerlntahan kecamatarukennanan: 

f. menyusun pembentukan tim koordi.iasi tugas pembantuan; 

g. menyusun Laporan Penye'enggaraa.~ Pemenniah Daerah (LPP::Jj tahunan dan 
llma tahunan kabupaten; 

h. menyusun petunjuk teknis ;,enye,enggaraan pemerintahan umum can otooom: 

daerah, admlnistrasi kecarnatan oan kelurahan serta pemerintahan desa: 
i. menyampaikan bahan keb!jakan daerah o; bidang pemel'iotahan umum dan 

otonomi daerah, admlnistras, kecamatan dan kelurahan. serta pemenntahan 
desa; 



hubungan harmonisasf ee. menyusun banan fasilitasi 

kecamatan/desa/kelurahan· 

penyelengga,aan penataan daerah dan oto,,orru knusus: 

r, menyusun bahan monitoring can evaluasi penataan oaeren dal un wilayar 
kabupaten: 

s. menyusun bahan pengawasan dan pengendalian psnataan daerah clala'll 

wilayah kabupaten: 

t menyusun bahan perumusan penataan daerah skaia kabupaten: 

u, menyusun iaporan penataan daeren skaia kabupaten. 

v. menyusun data clan ,nformasi penataan dae,ah skala kabupa:ten ke provinsi clan 

pemerimah; 

w. menyusun bahan penyusunan pedoman norma, standar. prosedur oan (kriteria 

taporan penataan daeraru; 

x. menyusun bahan penyampaian laporan psnaiaaa daerah sl<a!a kabt,paten 

kepada Menteri Dalam Nereri metann Gubemur; 

y. menyusun bahan fasilitas, penetapan perencar,aan dan penganggaran 

pengembangan kapasitas caeran: 

z, menyusun banan fasilitasi penetapan rencana t,ndak peningkatan ka.pasitas 

casrah: 
aa. menyusun bahan fasi:itasi implementasi renca ,a tindak peningkatan kapasitas 

daerah; 

bb. menyusun bahan koordinasl pen&;smbanga,, kapasrtas daerah; 

cc. menyusun bahan tasili!asi pemiliha'l Bupan can Wal<n Bupati (Desk Pikada}: 

dd. menyusun banan penetapan kebijakan narmorusas, hubungan amar 

susunan di Kabupaten der,gan berpedomar kepada kebijakan per:ienntah clan 

provinsi: 

o. 

n. 

m. 

msmtas.lllas, aam ~,s;:asi t!Jgas pernoantuan pememtah, pernenruah prov,ns, 

dan xabueaten yang ditug&spemoootuankan ke desa 

menyusun bahan penataar, oaeran skala r:awpate,, <.nruk bahan perumusan 
keb,Jakan pimpinan: 

menyusun bahan kebijakan perubahan batas. nama dan atau perrundahan 

ibukota daerah oatam ran~a penataan da~rah ; 

menyusun bahan kebljakan pemoennrkan. penghapusan dan penggabungan 

daeran. 

p. menyusun bahan kebij3l<an perubahan oatas nama kabupatcn dan 

pemindahaa 1bukota kabopaten: 

q, menyusun bahan kebijakar, pembinaan, sosiaJisasi. observasi osn pengkajian 

L 



. 
Oaerah dalam lingkup tuga;.,ya sebaqai bahan penyusunan LPPO tahunan dan 
lima tahunan kabupaten. 

n. menyiapkan oanan penyusunan LKPJ tahur,an can lima tahunan Sekretanat 

Daerah dalam lingkup IUGasnya seoag&J oebagai oanan penyusunan LKPJ 
tahunan dan akhir masa jabatan 6Jpa,i; 

uu. menga~Jr pelaksanaan kegiatan bawahan agar sesuai dengan sasaran yang 
telan d"etapk8J"; 

w. menyelia dan memonvasr baw~han dalam upaya pen:ngkatan produk!Mtas 
kerja dan pengembangan kansr; 

ww. mengeva!uasi hasil ketja bawahan sebaga, eanan penyempumaan program: 

hh menyusun oat.an koordmast dan fas.lttasi pe,19emoangan wHay-..n pe""'1asan 

kabupaten; 
ii. menyelenggarakan analisis evaluasi taporan pemerintahan kecamatan; 
jj. menyelenggarakan kegiatan pem!linaan aparatur kecamatan secara terpadu: 
kk. menyusun bahan perumusar keo1ja~an pembentukan. penghapusan. 

perubahan batas, oerubahan nama caeran. dan wilayah kecamatan serta 

pemindahan/perubahan nama ibukcta kabupaten dan wilayah kecamatan: 
II. mengatur pelaksanaan tugas bidang tata usana, kepegawaian. pengelolaan 

keuanqan Bag,an Administrasi Tata Pemerintahan: 

mm. mengatur oe!aksanaan tugas pemermanan yang t,elum 1er1anga1\i unit 
organisasi lain d1 !ingkungar, pemerintah Ka!>tipaten. 

nn. mengarahkan penyelenggaraan ~egiatan Sub Bagian Pemerintallan JmJm. 
Sub Baglan Adm1rnstras, Otonomi Daerah dan Sub Bagian Adm1msuas, 

Kecamatan dan Kelurahan untuk xelancaran pelaksanaan tugas: 
co. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKAi Do1<umen Pe.aksanaan 

Anggaran (DPAJ dan Dokumen Petaksanaan Perubanan Anggaran (DPPA) 
Baglan Administrasi Tata Pemerintahan; 

pp. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data has,1 
keg,atan urusan pe!ayanan Bagiar Adm,nistrasi Tata Pemerintahan: 

qq menye:enggarakan koordinas, oengan Bagia, lair 
n. menyusen •aporan akunt2bilitas kinerja Sekreiariat Daeran da,.,,,, l.ngkop 

tugasnya sebagai bahan p,rtansgung1awaban kepada Bupati; 
ss. menylapkan bahan penyusunan LPPO tahunan dan lima tahunan Sel<Jelariat 

- .. menyusun banan kebljat<an penetapan perbatasan kecamatan can atau 
kelurahan 

gg. menyusun oanan penetapan kebijakan pengembangan wifayah perbatasan 
ssaia kaoupaten 



Sub Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai uraian 
tugas: 
a. menyusun program kerja Sub Bag,an Pemerintahall Umum sebagai pedoman 

petaksanaan tugas; 
b. menyiapkan rencana operasional Sub Bagian Pemerintahan Umum berdasarkan 

skala prioritas oan dana yang tersedia sebagaJ oasar datam pelaksanaan rugas· 
c menyiapKan bahan penyusunan 'lP..,PO, RPJMO can P.KPO Se~1et&riat Oaeran 

dalam lingkup tugasnya sebagai behan oenyusuna:i RPJPD, RPJMD dan RKPD 
Kabupaten; 

Pasal 14 

7. ,<etentuan Pasat 14 diubah. sehingga Pasa i 4 berbunyi 

(2) Untuk melaksanakan tugas poxok sebaqamana dunaksuO pada Ayat (1 ). Sub 
Bagian Pemerintahan Umu.11 mer:,punyai tungsi : 
a. perenca-iaan kegiatan pemenntaoan smu,n· 
b. pelaksanaan kegiatan pemerlntanan umum: 
c. pembagian tugas kegiatan pemerintanan umum: 
d. pelaksanaan tugas lain yang d1benkan oten atasan sec;ua, dengan tugas dan 

!ungsinya. 

umum. 

(1) Sub Bagian Pemerintahao Um(tm mem~ Jnyai tugas pokok me<encanakan 

kegiatan, melaksanakan mernt,ag, tugas oan memantau kegi;;;an pemerin:at?ar. 

Pasal 13 

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1 l oan ,21 d,ubah. seh1ngga Pasal 13 oort>unyi ; 

xx. mempela,a0, f!'efllaham• Jan me:a<Sa~J<an oeran,ra" peruno~-vnoangar, 
yall{l ber1<a11a!l dengan t>,daog 1ugasny2 sebaga, pedoman pelaksanaan rugas: 

'f'/. membina bawahan agar petaxsanaan 1u9as beqatan sesoai deng.n oedomaP 

dan ketentuan yang berlaku: 
zz. menllaf hasi! kerja bawahan secara be~enjar>g untuk pembinaan karer; 
aaa. mengevelvasi pstaksanaan lugas dan menginventansas, permasala! .an br.gkup 

tugasnya ssrta mencari alternatlf pemecahannya; 
bbb. menyampaikan laporan ha.lfl pelaksanaan tugas kecada atasan: 
ccc. meiaksanakan tugas kedinasan 'ainnya yang dibGrikan oJgh atasan. 



umurn: 
p. menyiapkan bahan pelak,311aan upaya·upaya percepatan atau akselerasi 

pembangunan psrxotaan: 
q. melaksanakan tugas peme:intahan umum yang beturr tertampun:;i pa<ia un~ 

organisasi lain di lingkungan pememu.ah caeran, 
r. menyiapkan bahan koordinas, l<unjunga.~ kerja luar dasrah: 
s. melaksanakan pengawasan internal di hrgkungan SUb Bag,an Pemerintahan 

Umum; 
t. menghimpun mengolat> can mengan3.lisa data serta menyai'il<an data hasil 

petaksanaen kegiatan Sub Bag,an Pemerintahan umum· 

o meny,al)l<an ba\"\ai1 penytJSunan Rencana Strateg,s (Renstra) <Ian Rencana 

Kef]a 1Ren1a) Sekre1aria; o.,e,ah dalam bngkUp tugasnya sebagai pe13ksanaan 

9PJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten 
e. menyiapkan Rencana KGgiatan Anggaran (AKA). Ookumen Petaksanaan 

Anggaran (DPA) dan Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sub 

Bagian Pemerintahan: 
f. menyiapl<an banan penyusunan , .. ncana operas,onal dan pengoord111asian 

pelaksanaan program dan k~ia:an Sekretaria1 Oaerah oatam hngkup tugasnya: 

g. menyiapkan oanan penyusunan kebijaka.1 daerah, bahan koord1nas1, bahan 
pengendalian. oanan pemantauan can !)engevaluasian petaksanaan tugas 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan umum: 

r,. menyiapkan bahan penyusanan kebijaka.1 eaeran, bahan pengendat,an dan 
pengevaluasian penye1eng1araan program dan keg?atan dalam ruang ling1<up 

pemerintahan umum; 
I. menylapkan bahan pemben!ukan f11n koorcinast tugas pembantuan; 
[. menyiapkan banan penvusunan Laporan ?enyele.iggaraan Pemeri"tah Oaerah 

(LPPD) tahunan <Ian lima tarunao kabupat""; 
k. menyiapkan bahan psnetapan keb:jakan narmorusasi hubungan antar lembaga 

dengan berpedoman kepada kebijakan pemenntah dan provmsi: 
I. menylapkan bahan penetapan f:ebijakan pengembangan wilayah perbatasan 

Skala kanupateo: 
m. menyiapxan bahan penge,olaan penge. 1bangan wllayah pernatasar skala 

kaocpaten; 
n. menyiapkan bahan koordinasi dai, fasililasi pengembangan wilayah peroatasan 

kaoupaten; 
o. menyiapkan bahan kebijaKan dae·ah d: bic'ang penyelenggaraan pemerintahan 

• 



(1) Sub Bagian Administrasi Otc,1omi Daerah mempunyai iugas pokol< 

rnerencanakan kegiatan. metaksanaxan, memba91 tugas dan memaruae keg,aian 

admlnlstrasi ctcnomt dasran. 
(2) Untuk melaksanakan tugas poko~ sebagaimana dimal<SUd paea Ayal (1). Sub 

Bagian AOminiStras, Otonorr» oaeran mempunya! lungs, 

8. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisi!)kan Pasat l4A oan Pasal 148. yang bewJnyt 

a menyusun penanggungjawaban lapor-"" oe-aksanaan ,eg.nan dan <eoangatl di 

hngl<ungan Suo Bag,an Pemennta~w, Umum: 

menyiapl<an bahan penyusunan LPPD tanunan dan lima 1ahuna~ Sekretariat 
Daerah oatarn rtngkup tugasnya sebagal bat .an peoyusunan 1.PPD tanunan mm 
lima tahunan kabupaten; 

w. menyiapkan banan penyusunar. LKPJ nnonan ddn iima lahunan Sekre!ariat 

Oaerah dalam fingkup tugaSt1ya sebagai sebagai hahan penyusunan U<PJ 

tahunan dan akhtr masa jahatan &upah: 
x menyiaokan bahan pengelo!aan kepegav,a;an dan kaiangan lingkup Sag.an 

Administras, Tata Pemerintahan; 
y. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegia1an dan 

keuangan d, bldang tugasnya; 
z, menyiapkan bahan penyuwrian l.~poran al<ufltab11t.as kine,ja di bidcng ;ugasnya; 
aa. mengh,mpun dan menyiapka~ ba~an laporan akuntabiltlas 1unerja M.am lingkup 

tugas Bagian Adm1nistrasi Tata ?emenntat.an yang akan d!l<oordir~ikan Oleh 
Bagian Administrasi Pembangunan sebaqai pertanggungjawaban Sekretaris 
Daerah kepaca Bupati; 

on. mataksanaxan ~ooro,nas, dengan Sub Sag.an sam, 
cc. mempelajari, memanami can rneiaxsanakan peraruran perundang-~ndangan d, 

oidang 1u_gas.-,ya seoagai pedornan oaiam pelaksanaan rugas: 
dd. memberikan saran dan pernrnoanqan di bidang tugaS(lya kepada atasan. 
ea. melaksanakan evaloasi petaxsanaan tugas dan mventansasi permasalahan di 

bidang 1ugasnya serta mencari alternaiit pemecanannya: 

ff. membagi tugas, membenkan ':limb1ngan dan petunJuk ;ielal<Sanaan rugas 

kepada oawahan untuk kelancaran pelal<sanaan !Ugas 
gg. menllai hasil karja bawanan untuk bahan m,3ngembangl<an kaner: 

hh. metaporkan -hasil pelaksan2an togas kepacia atasaa. 
II. melaksanakan tugas xedioasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 



Sub Bagian Admimstrasi Otonomi Dae:ah dip1mp1n oleh seorang Kepala. mempunyai 

uraian tugas : 
a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Otonomi Daerah sebagai 

pedoman peraksanaan tugas: 

b. menyiapkan rencana operasional Sub Bagian Admmistrasi Otonomi Daerah 

berdasarkan skaia pnoritas dan dana yar,g tersedia sebacai dasar dalam 

pelaksanaan tugas: 

c. menyiapkan banan penyusunan HPJPD, flPJMD dan RKPD Sekretariat Daerall 

datam lingkup ltJgasnya sebaqai bahan peny,Jsunan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

Kabupaten; 

d. menylai:,kan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) can Reocana Kerja 

(Aenja) Sekretariat Daerah dalam lingkui:, tuqasnya sebagai pelaksanaan RPJPD. 

RPJMD dan RKPD Kabupaten: 

e. menyiapkan Rencana Kegiatan Anggaran (AKA). Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPAl Sub 

Bagian Administrasi Otonomi Oaeran: 

f. rnenytapkan bahan penyu~cnan ,e,ncana operasional dan pengOOfdmasian 

pelaksanaan program dan keqlatan Sekretanat Daerah dalam hngkllp rugasnya: 
g. menyiapkan .bahan penyusunan ~.ebijakan daerah. bahan koordinasi. bahan 

pengendalian, banan pernantauan can pengevalvasian pelaksaraan rugas 

perangkat daerah yang menyelengga-akan urusan admhistrasi otonoml daerah: 
h. menyiapkan bahan per.vuscnen kebijakan daerah, bahan pengendalian dan 

pengevaluaslan penyelenggaraan pro;iram dan kegiatan datam ruang llngkup 

administrasi otonomi aaerah .:lengan bidang garapan: 
1) pembentukan, penghapusan. penggabun!J3n claerah· 

2) fasilttasi perencanaan penganggaran pengembangan kapasrtas daerah. 
3) fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 
4) pelaporan tugas bupati; 

5) pelimpahan tugas bupati 1:epada camat dan lurah. 

Pasal 1"-B 

a perencanaan kegratan acrneustras. otonorru daerah; 

b. pelaksanaan keg a!afl aam,nis•ras, otonorru daerah: 

c. pemoaqlan tuqas keg,ata,1 adrnirustrass otonomi daerah; 
c. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oten atasan sesuai dengan tugas dan 

rungslnya. 



menviapkar. banan penyusu"a" cape-an ?enye.,,.,ggaraan Pemenr.tan Daeran 

ILPPDJ tanunan da1 uma tarrman ~abupa1er; 
J. menyiapkan banan koordinas: kun1ungan kerja luar daeran: 
k. menyiapkan bahan penyusunan penataan daerah Skala kabupateo: 

meny,apkan bahan kebijal<an perubahan '>atas. nama dan atau,pemtndatar 

1bukota daerah daiarn rangka penataan caeran, 
rn. menyiapkan bahan pengusulan pernbentui<zn. penghapusan dan penggabungan 

daerah untuk banan perumusan kebija~an- 
n. menyiapkan bahan kebijakan pembentukan. penghapusan dan perggabungan 

daeran; 
o. menyiapkan bahan pengusulan perubahan batas i<aoupaten. nama can 

pemindahan ibukota daerah: 

p. menylapkan bahan keb11akan perueanan batas. nama kabupaten dan pemindahan 
ibukota kabupaten: 

q, menyiapkan bahan •ebija>.an, pembiraan soslansas: observasi oan 

pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan O!onoml l<husus: 
s, menyiapkan banan monitonni;, Clan .;vatuas, penataan daerah csn otonomi l<husus 

dalam wilayah kabupaten; 

s. menvtapkan bahan pengawasan dan pengendalian penataan daeran Clan 
otonomi khusus oatam wliayah kabup.:,ten: 

t. melaksanal<an pengelolaan database penataan daeran dan otonomi khusus Skala 

kabupaten; 
u. menyiapkan database laporan penataan daerah skala kabupaten; 

v. menyiapkan data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ~e provinsi 
can pemerintah. 

w. menylapkan oanan penyusunan pecoman. ·,orma standar. proseeur dan (lmtena 
laporan penalaan daerah); 

x. meny1apkan bahan penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten 

kepada Menteri Oatam Negen metalui Gubemur; 
y. penyiapan bahan masukan pembentukan. penghapusan can penggabungar. 

daeran kabupaten: 
z, menyiapkan oanan fasilitasi penetapan perencanaan dan penganggaran 

pengembangan kapasnas daerah: 
aa. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan dan implememasi rencana !ll'ldak 

peningkaran kapasitas oaerarr 

bb. rnenylapkan bahan koordlnas! pengembangan i<apaSitas daerah: 
cc. menyiapkan bahan fasilitasi pemiliran oupati dan Wakll 8upati (desk pJkada); 



dd menyiapi<at> bahan i<ebi)a'«-n daeran d, b!Clang penyelen99araan administtasi 
otonom, daeran 

ee rneiaksanakan pengawasan mremat di lingkungan Sub Bagian Administrasi 

Otonom, Daerah: 
ff menghimpun. mengolah dan menganalisa data serta r:ienyajil<an data hasil 

pelaksanaan kegiatan Sub Bagia,, Administrasi Otonomi Oasran: 
gg. menyusun pertanggungiawaban laporan peleksar,aan kegiatan dan ~euangan di 

lingkungan Sub Bagian Admin;srra.;• Otonomi Oaeral'I 
hi,. manyiapkan bahan penyuscnan LPPD tahunan oan lima lahunan Sellretariat 

Daerah cfalam lingkup tugasnya sebajai bal1an penyusunan LPPO tanunan dan 
ima tahunan kabupaten; 

fi. menyiapkan bahan penyusunan LKFJ tahunan dan rima tahunan Sekretanat 

Daerat. dalam lingkup lugasnya sebagai sebaga, bahan penyusunan LKPJ 

tahuoan dan akhir masa 1abatan Bupati: 

ii· menyiapkan bahan pengelolaan kepegawa,an dan keuangan linglwp Bagian 

Administrasf T ala Pemerintahan 

kk. menyiapka,, bahan taporan pert311ggungjawaban peiaksanaan ~E>9iatan dan 
keuangan d1 bidang tugasnya: 

II. menyiapkan banan penvusuuan iaporo.11 akuntabililas kinerja di bidang tugasnya: 

mm. menghimpun dan menyiapkan bahan tapcran a!GJmabi:uas kine(ja daiam ling'><up 
tugas Bagian Admmistrasi Tata Psmenntahan ya~g akan dlkoord1naS1kan olert 

Bagian Actministrasi Pembang,man sebagal pertanggun91awaban Sekte:aris 
Oaeran kepaoa Bupati; 

nn. melaksanakan koordmast dengan Sub Bag,an lair 

oo. mempelaiari. memahami dan melaksanaxan peraturan perundang-unoangan di 
bldang tugasnya sebagai pecoman caiam pe. ·ksanaan tugas: 

po. mcmberikan saran clan pert,moangan d1 bidang tugasnya xepeoa aiasan 
qq. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tuqas dan invenlarisasi pem,asalahan di 

bidang lugasnya serta menca-. alternatif pemecahannya. 

rr. membagi tugas. memberikar. blmbh-;i2n dan pe!unjuk pelaksanaan tugas kepada 
bawahan unruk kelancaran pelaksanaan tugas: 

35. menilai hasil Kerja oawanan untuk ballan mengembang~ -aner: 
n. metaporkan hasil petaksanaan tuga3 kepaoa atasan; 

uu. metaksanakan tugas kedlnasan lalnnya yang dlberlkan oleh atasan, 
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BUPATI BEKASI 

Agar seuap orang mengetahulnya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kab<Jpaten Bekasi. 

Peraturan ini rnutal bertaku pada tanggal diundangkan. 

PasaJ II 

9. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dihapus. 


